
 

 
 

 

BUPATI SARMI 
PROVINSI PAPUA 

PERATURAN BUPATI SARMI 

NOMOR 24 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SARMI NOMOR 9 TAHUN 2017 
TENTANG PERLINDUNGAN, PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN  

KOMODITI UNGGULAH DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SARMI 

 

Menimbang 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Mengingat 

: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
: 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5, pasal 16, 
pasal 20, pasal 27, pasal 28 dan pasal 32 Peraturan Daerah 

Kabupaten Sarmi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan, 
Pengawasan dan Pengelolaan Komoditi Unggulan Daerah 
Kabupaten Sarmi, maka perlu menyusun petunjuk 

pelaksanaannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perlindungan, Pengawasan dan Pengelolaan Komoditi 
Unggulan Daerah di Kabupaten Sarmi. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten 
Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 
Nomor 47,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 2907); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistim 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3478); 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina 

Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3482); 

 

 

5. Undang...../2 
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5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
112,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4884); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong 
Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupatn Pegunungan 
Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, 

Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten 
Boven Digoel (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4245); 

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistim 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan  
Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor 5059); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234)sebagaiman telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
182); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pmerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kal, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Peraturan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pmerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

11. Undang...../3 
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11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 5613); 

12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan 

dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 338);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Pemberdayaan Peternak; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4020); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang 

Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Holtikultura 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532) 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum  

Daerah  (Berita   Negara  Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Perlindungan, Pengawasan dan Pengelolaan Komoditi 
Unggulan Daerah. 

 

MEMUTUSKAN 

 

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SARMI NOMOR 9 TAHUN 

2017 TENTANG PERLINDUNGAN, PENGAWASAN DAN 
PENGELOLAAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH 

 

BAB I...../4 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sarmi 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahaan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati ialah Bupati Sarmi. 

4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi. 

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA ialah 
Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi. 

6. Perangkat Daerah Kabupaten Sarmi yang selanjutnya 
disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati 
Sarmi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sarmi dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sarmi. 

7. Desa/Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul dan/atau tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

8. Perlindungan adalah segala usaha yang dilakukan 

manusia untuk melindungi komoditi unggulan dari 
hambatan atau gangguan yang berasal dari luar, yang 
dapat mengakibatkan komoditi tidak dapat menghasilkan 

kualitas unggulan.  

9. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran 

kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung 
pencapaian hasil yang diharapkan sesuai kinerja yang 
telah ditetapkan. 

10. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan 
dan/atau beserta keluarga yang melakukan usaha tani di 

Bidang Perkebunan, Peternakan dan bidang Tanaman 
Pangan dan Holtikultura. 

11. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam 

hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan 
manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian 
yang mencakup perkebunan, peternakan dan tanaman 

pangan dan holtikultura dalam suatu agroekosistem. 

12. Komoditas Pertanian adalah hasil dan usaha tani yang 

dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan. 

13. Usaha...../5 
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13. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, 

mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya,  

penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil 

dan/atau jasa penunjang. 

14. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan 

usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan 

pemasaran hasil pertanian serta jasa penunjang 
pertanian yang berkedudukan diwilayah Republik 

Indonesia. 

15. Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, baik 

yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 

hukum. 

16. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh 

kembangkan dari, oleh dan untuk petani.  

17. Kelompok Tani adalah kumpulan 

petani/peternak/perkebunan yang dibentuk atas dasar 
kesamaan  kepentingan,  kesamaan  kondisi  lingkungan 

sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan 
keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan 

usaha anggota. 

18. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa 

Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk 
meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 

19. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dan 

Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok 
Tani untuk memperjuangkan kepentingan petani. 

20. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar 
pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi 
dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan 

dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 
menghambat persaingan usaha.Asuransi Pertanian 
adalah perjanjian antara petani dengan pihak 

perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam 
pertanggungan resiko Usaha Tani. 

21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat 

RTRWn adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Sarmi. 

22. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik 

yang  berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum  

yang  dibentuk  oleh, untuk Petani melalui gabungan 

kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya 
dimiliki oleh gabungan kelompok tani. 

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarmi. 

24. Anggaran...../6 
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24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua 
yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua. 

25. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan petani 

dalam menjamin keberlanjutan usaha tani dengan 
menciptakan petani baru dan/atau petani muda. 

26. Penyuluhan Pertanian, yang selanjutnya disebut 

penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku 
utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan 
mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam 

mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan 
sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk 
meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, 

pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan 
kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

27. Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut penyu1uh 
adalah perseorangan warga negara Indonesia yang 
melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik penyuluh 

Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swasta maupun penyuluh 
swadaya. 

28. Pemuda Petani adalah generasi muda yang disiapkan 

untuk menjadi petani sekaligus pelaku usaha pertanian. 

29. Organisme pengganggu tumbuhan, yang selanjutnya  

disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat 
merusak, mengganggu  kehidupan, atau menyebabkan 
kematian tumbuhan. 

30. Pewilayahan Komoditas adalah penentuan wilayah yang 
diperuntukan bagi pengembangan suatu komoditas karena 

dinilai sesuai dengan pertimbangan agroekologi, social 
ekonomi dan pemasaran serta ketersediaan prasarana, 
sarana dan teknologi. 

31. Serifikasi adalah suatu proses pemberian jaminan bahwa 
suatu produk telah memenuhi persyaratan standar atau 
spesifikasi tertentu. 

32. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh 
lembaga/laboratorium yang telah di akreditasi untuk 

menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau 
personil telah memenhui standar yang dipersyaratkan.  

33. Pengelola Barang adalah pejabat   yang   berwenang   

dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan 
pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik 

daerah. 

34. Budidaya adalah upaya pengembangan dan 
pemanfaatan sumberdaya alam melalui kegiatan 

manusia yang dengan modal teknologi dan sumberdaya 
lainnya menghasilkan barang guna memenuhi 
kebutuhan manusia secara baik. 

35. Koperasi...../7 
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35. Koperasi Komoditi Unggulan yang selanjutnya disebut 
Koperasi adalah Badan Usaha Bersama yang 
beranggotakan petani, peternak dan setiap orang yang 

bermata pencaharian dilingkup agribisnis yang 
berfungsi sebagai agen perantara atau yang melakukan 

pembelian dari para anggota untuk dijual ke pasar 
agribisnis dan atau subterminal agribisnis.  

36. Sewa adalah Pemanfaatan Barang  Milik  Negara/Daerah  

oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan 

menerima imbalan uang tunai. 

37. Pasar Induk Kabupaten adalah pasar utama milik 

pemerintah daerah sebagai pusat jual beli produk 
komoditas unggulan daerah. 

38. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah Organisasi non 

partisan yang dibentuk oleh, untuk dan dikelola anggota 
masyarakat dengan kegiatan pokok dibidang agribisnis 
dalam arti luas. 

 

BAB II  

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

Perlindungan, pengawasan dan pengelolaan komoditi unggulan di 
Kabupaten Sarmi bertujuan untuk : 

a. mewujudkan kemandirian dan kedaulatan petani dalam rangka 
mewujudkan taraf kesejahteraaan, kualitas dan kehidupan yang 
baik 

b. menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan 
dalam mengembangkan usaha tani 

c. memberikan kepastian terselenggaranya usaha tani 

d. mendorong petani dan gapoktan untuk menjaga potensi sumber 
daya local menjadi lebih dikenal dan berdaya saing 

e. melindungi petani dari ketersediaan sarana produksi, fluktuasi 
harga, praktik ekonomi, biaya tinggi dan gagal panen 

f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani melalui 

pengawasan penyuluhan dan pendampingan petani dalam 
menjalankan usaha taninya 

g. menumbuh kembangkan pengelolaan usaha tani melalui 

penyediaan sarana produksi (benih/bibit dan peralatan 
pertanian) serta panen dan pasca panen. 

h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui komoditi 
unggulan. 

 

Pasal 3...../8 

 

 



-8-  

Pasal 3 

Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Perlindungan, pengawasan dan pengelolaan Komoditi 

Unggulan daerah mliputi : 

a. jenis Komoditi Unggulan; 

b. perencanaan; 

c. fasilitas  dan Insentif; 

d. perlindungan; 

e. pengawasan; 

f. pemberdayaan Petani; 

g. penyuluhan dan Pendampingan; 

h. pembiayaan; 

i. peran Serta Masyarakat; 

j. penutup. 

 

BAB III 

KOMONITAS UNGGULAN DAERAH 

 

Pasal 4 

 

(1) Jenis Komoditas unggulan daerah meliputi : 

a. kelapa Dalam (Bidang Perkebunan) 

b. sapi (Bidang Peternakan) 

c. padi Merah/Beras Merah (Bidang Tanaman Pangan) 

(2) Selain ketentuan sbagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 
dapat menentukan komoditas lain yang sesuai dengan sfesifik 

lokal dan perundang-undangan. 

 

 

BAB IV 

PERENCANAN 

 

Pasal 5 

(1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani 
dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, 
menyeluruh, transparan dan akuntabel 

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan bagian integral dalam : 

a. rencana...../9 
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a. rencana pembangunan daerah, 

b. rencana pembangunan pertanian, dan 

c. rencana APBD. 

(3) Rencana pembangunan pertanian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

 

Pasal 6 

(1) Perencanaan pembangunan pertanian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling sedikit memuat 
strategi pembangunan pertanian sebagai berikut : 

a. Strategi peningkatan kesejahteraan petani, yaitu melalui : 

1. pembinaan secara intensif kelompok tani yang 

mendapatkan pembinaan dari pemerintah. 

2. pembinaan, pengawasan dan pendampingan Gapoktan, 
Poktan supaya mampu melaksanakan usaha tani dari hasil 

pembinaan Pemerintah Darerah. 

3. pengawalan dan Pendampingan Kelompok Tani Tanaman 

Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura serta 
Peternakan yang mendapat bantuan/pembinaan dari 
Pemerintah Daerah. 

b. Strategi Peningkatan Produksi 
Pertanian/Perkebunan/Peternakan yaitu melalui : 

1. pengelolaan Usaha tani secara terpadu (integritas) berbasis 

Teknologi spesifik lokal. 

2. peningkatan pola tanam dan intensitas tanaman melalui 

optimalisasi lahan dan pemanfaatan lahan tidur. 

3. pengamanan Produksi melalui mitigasi, pengendalian dan 
pencegahan terhadap OPT, penanganan panen dan pasca 

panen. 

c. Strategi Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, yaitu  
melalui ; 

1. menyusun regulasi tentang larangan pemotongan ternak 
ruminansia betina yang masih produktif. 

2. pemberdayaan Petani Peternak. 

3. pengembangan Usaha Peternakan. 

4. pemberian pakan ternak yang sesuai dengan ketentuan 

teknis. 

d. Strategi peningkatan pencegahan dan penanggulangan 

penyakit ternak, yaitu melalui : 

1. pencegahan penyakit ternak. 

2. penaggulangan penyakit ternak. 

3. pengelolaan penyakit ternak. 

e. Strategi...../10 
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e. Strategi peningkatan pemasaran hasil produksi Komoditi 
Unggulan yaitu melalui : 

1. kegiatan pameran dan promosi Komoditi Unggulan 

Daerah. 

2. pelayanan Informasi harga komoditas Unggulan Daerah. 

f. Strategi Perlindungan, Pengawasan dan Pengelolaan 
Komoditi Unggulan kepada Petani dilakukan melalui : 

1. penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi 

Pertanian; 

2. harga Komoditas Pertanian; 

3. Penghapusan Praktik ekonomi Biaya Tinggi; 

4. sistim Peringatan dini dan dampak perubahan 
iklim; 

5. bantuan dan Subsidi; 

6. pendidikan dan Pelatihan; 

7. penyuluhan dan Pendampingan; 

8. pengembangan Sistim dan sarana Pemasaran Hasil; 

9. konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian; 

10. kemudahan akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan 
Informasi; 

11. regenerasi Petani; 

12. penguatan Kelembagaan Petani 

 

Pasal 7 

(1) Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan 
prencanaan Perlindungan, Pengawasan dan Pengelolaan 

Komoditi Unggulan dengan melibatkan kelembagaan petani. 

(2) Perencanaan Perlindungan, Pengawasan dan Pengelolaan 
Komoditi Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi pedoman untuk melaksanakan Perlindungan, 
Pengawasan dan Pengelolaan. 

 

BAB IV 

FASILITAS DAN INSENTIF 

 

Pasal 8 

(1) Terhadap Komoditas yang ditetapkan sebagai Unggulan 

Daerah dibrikan fasilitas dan insentif. 

(2) Bentuk Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit meliputi : 

a. kemudahan...../11 
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a. kemudahan perizinan 

b. pelayanan Serfifikasi  

c. pemanfaatan lahan 

d. pemasaran, dan 

e. kemudahan kerjasama/kemitraan 

 

Pasal 9 

(1) Bentuk kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 8 ayat (1) meliputi : 

a. informasi Perizinan, dan 

b. pelayanan perizinan  

(2) Informasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hutuf a paling sedikit meliputi informasi mengenai : 

a. jenis izin usaha 

b. persyaratan 

c. tata cara pemberian izin 

d. biaya, dan 

e. jangka waktu penerbitan izin 
 

(3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b paling sedikit meliputi informasi mengenai : 

a. penyederhanaan persyaratan 

b. ketepatan waktu playanan 

c. keringanan Biaya, dan 

d. penyederhanaan prosedur. 

(4) Pelayanan Sertifikasi yang dimaksud pada pasal 8 ayat (2) 
adalah Pelayanan Sertifikasi Benih/Bibit Komiditi Unggulan 

Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (1). 

 

Pasal 10 

(1) Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 
terkait dengan komoditi unggulan memfasilitasi Peningkatan 
Produksi  sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf  b dan c 

kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan 
pelaku usaha untuk mengembangkan komoditas unggulan 

daerah. 

(2) Peningkatan Produksi dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan dengan Peningkatan Pola Tanam melalui 

Optimalisasi Lahan dan Pemanfaatan Tidur, Pengendalian dan 
Pencegahan terhadap OPT serta penanganan panen dan pasca 

panen.  

(3) Peningkatan...../12 
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(3) Peningkatan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.      

 

Pasal 11 

(1) Organisasi Perangkat Daerah atas petunjuk Bupati 
memfasilitasi akses Pemasaran Hasil Produksi Komoditi 
Unggulan  sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e 

kepada petani, gapoktan dan pelaku usaha di bidang 
komoditas unggulan daerah. 

(2) Akses Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

kemudahan :  

a. pameran dan Promosi Komoditi Unggulan Daerah; 

b. pelayanan Informasi Harga; 

c. stabilisasi Harga yang Menguntungkan petani; 

d. pendampingan Pemasaran; 

e. kelembagaan. 

 

Pasal 12 

(1) Pemasaran komoditas unggulan daerah diselenggarakan 
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha 

melalui gerakan penggunaan komoditas unggulan daerah. 

(2) Pemasaran komoditas unggulan daerah berorintasi kepada 
permintaan, kepuasan dan  nilai pasar. 

(3) Dalam hal memaksimalkan pemasaran, Produsen penyedia 
komoditas unggulan daerah wajib : 

a. bertanggung jawab penuh terhadap kualitas komoditas 
yang dihasilkan 

b. memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku   

(4) Didalam Pemasaran Pembeli wajib mengikuti ketentuan dan 

ketatapan harga pasar yang berlaku dan atau yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

 

 

BAB VI 

Penyediaan Prasaranan Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian 

Bagian Kesatu 

Prasarana Pertanian 

 

 

Pasal 13...../13 
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Pasal 13 

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan 
kemampuan keuangan daerah, bertanggungjawab 

menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian. 

(2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

antara lain meliputi: 

a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan Kampung; 

b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan 

c. jaringan listrik, pergudangan, dan pasar. 

 

Pasal 14 

Petani wajib memelihara Prasarana Pertanian yang telah 
dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak 

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2). 

 

Pasal 15 

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terpenuhinya 
kebutuhan air bagi petani untuk melakukan usaha tani 

sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. 

(2) Fasilitasi terpenuhinya kebutuhan air bagi Petani 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: 

a. menyediakan dan/atau mengelola jaringan irigasi tersier; 

b. pembagian air untuk usaha pertanian dilakukan secara 
adil dan merata; dan 

c. pengembangan sistem irigasi dengan berbagai model, 
antara lain dengan irigasi permukaan, irigasi bawah 

permukaan, irigasi dengan pancaran, irigasi pompa air 
dan/atau irigasi tetes. 

(3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam proses 

pembagian air. 

 

Bagian Kedua 

Sarana Produksi Pertanian 

 

Pasal 16 

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana produksi 

pertanian secara tepat waktu, tepat mutu dan harga yang 

terjangkau bagi petani. 

(2) Sarana produksi pertanian yang dihasilkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. benih, pupuk dan pestisida, sesuai dengan standar mutu; 

b. bibit...../14 
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b. bibit, bakalan ternak, pakan dan obat hewan sesuai 
dengan standar mutu; dan 

c. alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi 

spesifik lokasi. 

(3) Penyediaan sarana produksi pertanian disesuaikan dengan 

kebutuhan petani dengan mengutamakan hasil produksi 
daerah atau produksi dalam negeri. 

 

Pasal 17 

(1) Bupati melalui OPD terkait, membina petani, kelompok tani, 
gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas unggulan dan 

kelembagaan petani yang dibentuk petani dalam 
menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas. 

(2) Sarana produksi pertanian yang dihasilkan  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) antara lain  melalui: 

a. penyediaan bibit tanaman; 

b. pengembangan pemuliaan tanaman; 

c. perbaikan varietas tanaman pangan utama yang mampu 

beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim; dan 

d. penyediaan bibit dan indukan ternak sapi unggul. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

secara intensif untuk merubah pola pikir petani tradisional 
menjadi petani moderen dengan formula dan teknologi yang 
memadai. 

 

Pasal 18 

(1) Bupati melalui OPD terkait berkewajiban membantu petani 
mengatasi dan menyelesaikan serapan pupuk  di daerah. 

(2) Bantuan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan melalui: 

a. pengaturan distribusi pupuk; dan 

b. kemudahan mendapatkan pupuk. 

 

Bagian Ketiga  

Harga Komoditas Unggulan 

 

Pasal 19 

Pemerintah Daerah berkewajiban menjaga stabilitas harga 
komoditi unggulan dan menguntungkan bagi Petani sesuai 

dengan kewenangan daerah. 

Bagian...../15 
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Bagian Keempat 

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi 

 

Pasal 20 

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana 

dimaksud pada pasal 6  ayat (1) huruf f, point (3) dilakukan 
dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kelima 

        Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim 

 

Pasal 21 

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 
membangun sistim peringatan dini dan penanganan dampak 
perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(1) huruf f, point (4) untuk mengantisipasi potensi terjadinya 
gagal panen. 

(2) Upaya antisipasi terjadinya gagal panen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : 

a. Prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah 

pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan 

b. Prakiraan potensi serangan Organisme Pengganggu 
Tumbuhan (OPT), serangan hama dan/atau wabah penyakit 

hewan menular; 

c. Rencana upaya penanganan terhadap dampak hasil 

prakiraan perubahan iklim dan peramalan serangan 
15rganism pengganggu tumbuhan, serangan hama 
dan/atau wabah penyakit hewan menular. 

(3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) 
berisi informasi tentang : 

a. perubahan iklim dan cuaca; 

b. potensi bencana alam; dan 

c. jenis serangan 15 organisme pengganggu tumbuhan, 

serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular. 

(4) Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan 
iklim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

 

 

Bagian...../16 
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Bagian Keenam  

Bantuan dan Subsidi 

 

Pasal 22 

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani 

dalam bentuk pengadaan sarana produksi Pertanian bagi Petani. 

 

Pasal 23 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi berupa ;  

a. benih atau bibit tanaman; 

b. bibit atau bakalan ternak, obat ternak, pakan,; 

c. pupuk, dan 

d. alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
tepat guna, tetap sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat 
jenis, tepat mutu dan tetap jumlah. 

 

Pasal 24 

(1) Besaran Bantuan dan Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah 
Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. 

(2) Pemberian Bantuan dan Subsidi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 diberikan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

 

BAB VII 

PEMBERDAYAAN PETANI 

Bagian Kesatu  

Umum 

 

Pasal 25 

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan 
mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan 
Usaha Tani, menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani 

agar mampu mandiri dan berdaya saing dalam pengelolaan 
Komoditi Unggulan Daerah. 

 

Bagian Kedua  

Pendidikan dan Pelatihan 

 

Pasal 26...../17 
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Pasal 26 

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait 
berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani 

melalui Pendidikan dan Pelatihan secara berkelanjutan. 

(2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

antara lain berupa: 

a. pelatihan/Magang; 

b. pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan 

pendidikan di bidang pertanian; atau 

c. pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis. 

(3) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana  dimaksud pada 

ayat (2) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam 
tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, panen, pasca 

panen, dan pemasaran Komiditi Unggulan Daerah. 

(4) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerapkan dan 

membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya. 

 

Pasal 27 

(1) Selain Pemerintah Daerah, badan atau lembaga yang terakreditasi 
dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Peningkatkan keahlian dan keterampilan Petani dapat dilakukan 
melalui Sertifikasi Kompetensi yang diselenggarakan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Ketiga 

Penyuluhan dan Pendampingan 

 

Pasal 28 

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan 

fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan 
kepada petani. 

(2) Pemberian penyuluhan dan pendampingan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian. 

(3) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan agar petani dapat 
melakukan: 

a. tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran 
yang baik; 

b. analisis kelayakan usaha; 

c. penguasaan teknologi pertanian; 

d. kemitraan dengan Pelaku Usaha; dan 

e. akses...../18 
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e. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non 
bank dalam rangka peningkatan Usaha  Tani. 

(4) Pemerintah Daerah menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang 

Penyuluh Pertanian dalam 1 (satu) kampung. 

(5) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh 
Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan masyarakat, 
badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan 

dan pendampingan pertanian. 

 

Bagian Keempat 

Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian 

 

Pasal 29 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan petani melalui 
pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian di 

Daerah. 

(2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan: 

a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar 
keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban 

umum; 

b. mewujudkan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis 
untuk pemasaran komoditas pertanian; 

c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar komoditas 
pertanian; 

d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang 
dimiliki dan/ atau dikelola oleh kelompok tani, gapoktan, 
koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di 

Daerah produksi komoditas pertanian; 

e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau 

tidak bekerja sama dengan kelompok tani, gabungan 
kelompok tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi 
petani lainnya di Daerah produksi komoditas pertanian; 

f. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling 
memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan 
menguntungkan; 

g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil 
pertanian; dan 

h. menyediakan informasi pasar komoditas pertanian. 

 

 

Pasal 30...../19 

 

 

 



-19-  

Pasal 30 

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha 
dalam memasarkan hasil pertanian sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 31 

Setiap orang yang mengelola pasar modern di Daerah wajib 
mengutamakan penjualan produk komoditas pertanian dari Daerah. 

 

Pasal 32 

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi 

pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian hasil produksi 
pertanian dari Daerah. 

 

Bagian Kelima 

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian 

 

Pasal 33 

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan dan 
kewenangannya bertanggungjawab memberikan jaminan 
ketersediaan lahan pertanian. 

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui: 

a. konsolidasi lahan pertanian; dan 

b. jaminan luasan lahan pertanian. 

 

Konsolidasi Lahan Pertanian 

Pasal 34 

(1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 33 ayat (2) huruf a, merupakan penataan kembali 
penggunaaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana 

tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian. 

(2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin 
luasan lahan pertanian untuk petani agar mencapai tingkat 

kehidupan yang layak. 

(3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
melalui: 

a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian; dan 

b. pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar. 

 

Pasal 35...../20 
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Pasal 35 

(1) Selain konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 40, Pemerinah Daerah dapat melakukan perluasan lahan 

pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial 
sebagai lahan pertanian. 

(2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

Pengelolaan Usaha Tani Terpadu 

Pasal 36 

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban 
memberikan Pengelolaan usaha tani terpadu bagi Petani 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, point (1) sesuai Tata 
Ruang Daerah. 

 

 

Pasal 37 

Petani dilarang mengalih fungsikan lahan pertanian yang diperoleh 
menjadi lahan non-pertanian kecuali untuk kepentingan umum 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Keenam 

Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan 

 

Pasal 38 

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan 
permodalan petani di Daerah. 

(2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan: 

a. pemberian pinjaman modal untuk meningkatkan 

usaha tani atau memiliki lahan pertanian; 

b. pemberian bantuan penguatan modal bagi petani; 

c. pemberian subsidi bunga kredit program; dan/ atau 

d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta 
dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan 
usaha. 

 

Bagian Ketujuh 

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi 

 

Pasal 39...../21 
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Pasal 39 

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan  akses ilmu 
pengetahuan, teknologi dan informasi untuk mencapai standar 

mutu komoditas pertanian. 

(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 

a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

b. kerja sama alih teknologi; dan 

c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu 
pengetahuan, teknologi dan informasi. 

 

Pasal 40 

(1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 39 

ayat (2) huruf  c, sekurang-kurangnya  memuat: 

a. sarana produksi pertanian; 

b. harga komoditas pertanian dan komoditas unggulan; 

c. peluang dan tantangan pasar; 

d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu 

tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular; 

e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; 

f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan 

g. ketersediaan lahan pertanian. 

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus akurat, 
tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh 

petani, pelaku usaha, dan/atau masyarakat. 

 

Bagian Kedelapan  

Regenerasi Petani 

 

Pasal 41 

(1) Pemerintah Daerah mendorong, memfasilitasi dan membina 

regenerasi petani secara berkelanjutan. 

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk : 

a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru; 

b. pemberian bantuan bea siswa pendidikan kejuruan berbasis 
pertanian; dan 

c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai regenerasi petani diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Bagian...../22 
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Bagian Kesembilan 

Penguatan Kelembagaan Petani 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 42 

(1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya 
kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani di 

daerah. 

(2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, 

dan kearifan lokal petani. 

 

Pasal 43 

(1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 
(1) terdiri atas: 

a. kelompok Tani; 

b. gapoktan; 

c. asosiasi komoditas pertanian; dan 

d. kelembagaan petani dengan menggunakan nama lain. 

(2) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

48 ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani. 

 

Pasal 44 

Untuk mendapatkan Perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai 
dengan Peraturan Daerah ini, Petani wajib bergabung dan berperan 

aktif dalam Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam   
Pasal 43 ayat (1) huruf a. 

 

Paragraf 2 

Kelembagaan Petani 

 

Pasal 45 

(1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) 

huruf a, dibentuk oleh, dari dan untuk petani. 

(2) Kelompok Tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, 
kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, 

untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 

(3) Pembentukan kelompok tani dengan memperhatikan lembaga-

lembaga petani yang sudah ada dan keterlibatan petani 
perempuan. 

(4) Kelompok...../23 
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(4) Kelompok Tani dapat berstatus sebagai badan hukum sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 46 

Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b 

merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang 
berkedudukan di desa/kelurahan atau beberapa desa/kelurahan 
dalam kecamatan yang sama. 

 

Pasal 47 

Kelompok tani dan Gapoktan berfungsi sebagai wadah pembelajaran, 

kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan 
masalah dalam melakukan usaha tani. 

 

 

Pasal 48 

Dalam menyelenggarakan fungsinya, kelompok tani dan Gapoktan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47  bertugas: 

a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam 
mengembangkan usaha tani yang berkelanjutan dan kelembagaan 
petani yang mandiri; 

b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam 
mengembangkan kemitraan usaha; 

c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; 

dan 

d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok 

dalam melakukan usaha tani. 

 

Pasal 49 

(1) Asosiasi petani komoditas sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 43 
ayat (1) huruf c, merupakan lembaga independen nirlaba yang 

dibentuk oleh, dari, dan untuk petani. 

(2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat 
mengikutsertakan pelaku usaha, pakar, dan/atau tokoh 

masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan petani. 

 

Pasal 50 

(1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c 
berkedudukan di Daerah. 

(2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: 

a. menampung dan menyalurkan aspirasi petani komoditas 
pertanian; 

b. mengadvokasi...../24 
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b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha 
Tani; 

c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam 

perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani; 

d. mempromosikan hasil usaha anggota di daerah dan nasional; 

e. mendorong persaingan usaha tani komoditas yang sehat; 

f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan 
teknologi; dan 

g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani. 

 

Paragraf 3 

Kelembagaan Ekonomi Petani 

 

Pasal 51 

(1) Badan Usaha Milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, 
kelompok tani dan/atau Gapoktan. 

(2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah 

investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani. 

 

Pasal 52 

Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
bertugas: 

a. menyusun kelayakan usaha; 

b. mengembangkan kemitraan usaha; dan 

c. meningkatkan nilai tambah. 

 

Paragraf 4 

Pelaksanaan Perlindungan  

 

Pasal 53 

(1) Pelaksanaan Perlindungan, Pengawasan dan Pengelolaan 
Komoditi Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
dilakukan oleh Dinas. 

(2) Pelaksanaan Perlindungan, Pengawasan dan Pengelolaan 
Komoditi Unggulan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait. 

BAB VIII...../25 
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  BAB VIII  

PENGAWASAN 

 

Pasal 54 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka 

pelaksanaan Perlindungan, Pengawasan dan Pengelolaan 
Komoditi Unggulan terhadap petani di Daerah. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui 
monitoring dan evaluasi. 

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu, dan berkoordinasi 
dengan instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 

 

 

BAB IX 

PEMBIAYAAN 

Bagian Kesatu  

Umum 

 

Pasal 55 

(1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan, Pengawasan dan 
Pengelolaan Komoditi Unggulan Daerah bersumber dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah. 

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

bersumber dari : 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua; 

c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

 

 

BAB X 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

 

Pasal 56 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraaan 

Perlindungan, Pengawasan dan Pengelolaan Komoditi Unggulan di 
Daerah. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan oleh: 

a. perseorangan...../26 
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a. perseorangan dan/atau kelompok; 

b. lembaga swadaya masyarakat; dan 

c. pelaku usaha. 

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat dilakukan terhadap: 

a. penyusunan perencanaan;  

b. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian; 

c. sistem peringatan dini; 

d. perlindungan komoditas unggulan; 

e. regenerasi petani 

f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 

g. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan 

h. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi petani. 

 

 

BAB XI 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 57 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14, Pasal 31, dan Pasal 
37 dikenakan sanksi adminiatratif. 

(2) Sanksi administatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian semua kegiatan; 

c. denda administratif; 

d. pencabutan hak; dan/atau 

e. pencabutan izin usaha. 

 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 58 

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 
Tahun 2017 tentang Perlindungan, Pengawasan dan Pengelolaan 

Komoditi Unggulan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun 
sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan. 

 

 

Pasal 65...../27 
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Pasal 59 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi. 

 

 Ditetapkan di Sarmi 
        pada tanggal, 4 Mei 2021J 

 
    BUPATI SARMI, 

CAP/TTD 

    Drs. E. FONATABA, MM 
 

 

Diundangkan di Sarmi 
pada tanggal, 6 Mei 2021 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI 

                             CAP/TTD 
     ELIAS NIKOLAS BAKAI, SE 

 PEMBINA TK. I (IV/b)    
        NIP. 19631105 199610 1 001 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2021 NOMOR 24 

 

salinan sesuai dengan aslinya, 
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

 

 
 

GERARD WERSEMETAWAR, SH.,MH 

 

Salinan.Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth.: 

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta; 
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;  
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura; 
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua di Jayapura; 
6. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi; 
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura; 
8. Direktur PT. Bank Papua Cabang Sarmi di Sarmi;  
 

 

 

 


